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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka 

peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara 

wali adhal dikarenakan adanya bahaya (mudharat) yang lebih ringan 

diantara dua musharat bisa dilakukan demi menghindari mudharat 

yang lebih besar. Ketentuan Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam menetapkan 

wali adhal serta pertimbangan lainnya yakni wali tidak berhak 

merintangi anak perempuannya untuk menikah.  

2. Faktor apa yang menyebabkan ditetapkannya wali adhal oleh 

Pengadilan Agama Limboto adalah: 

a. Faktor “berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun” menjadi 

menyebab ditetapkannya wali adhal oleh Pengadilan Agama 

Limboto; 

b. Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, maka Pengadilan 

mendasarkan pada ketentuan Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam. 

c. Antara pemohon dengan laki-laki bernama Paris Husain Nganje, 

telah salin kenal secara dekat, saling mencintai tidak ada halangan 

secara hokum diantara keduanya untuk melangsungkan perkawinan 
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dan antara keduanya telag dapat dikategorikan sebagai pasangan 

yang Kafa’ah. 

5.2 Saran 

Mempertimbangkan kesimpulan di atas, penelitian juga memberikan 

beberapa saran yang bisa dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak terkait 

sebagai berikut: 

1. Wali nikah diharapkan lebih memikirkan serta mempertimbangkan  

kembali untuk menolak menjadi wali nikah bagi perkawinan anaknya 

sendiri, karena anaknya mempunyai niat baik untuk menikah. 

2. Pemohon dan calon suami diharapkan dapat menerima dengan baik 

alas an ataupun nasehat orang tua, karena pasti setiap orang tua 

menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. 

3. Dalam perkawinan perlu dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk 

mencari kesepakatan sehingga tidak timbul perselisihan-perselisihan 

diantara keluarga hanya karena akan adanya perkawinan. Dengan 

adanya ketentuan hukum mengenai wali adhal, diharapkan calon 

suami istri dapat menggunakan kesempatan yang diberikan oleh 

nengara dengan baik. 
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